
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN 

PERCEPATAN PENGGUNAAN INTERNET DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAYO LUES 

 

SKRIPSI 

 

Oleh :  

 

MAULANA SURYA ZIKRI 

 NPM : 1903100039 

 
Program Studi Ilmu Administrasi Publik 

Konsentrasi Kebijakan 
 

 

 

 

 
 

 

 
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA 

MEDAN 

2023 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

i 

 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERCEPATAN 

PENGGUNAAN INTERNET DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN GAYO 

LUES 

Maulana Surya Zikri 

NPM 1903100039 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implemetasi kebijakan 

Pengelolaan Percepatan Pengunaan Internet di Lingkungan Pemerintahan 

kabupaten Gayo Lues pada tahun 2023 melalui Dinas Komunikasi dan informatika 

(Diskominso) Kabupaten Gayo Lues. Penelitian ini dilakukan dengan metode 

Deskriptif dengan pengolahan data Kualitatif  atau metode yang menjabarkan 

situasi dan peristiwa yang ada dilapangan dan tidak menjelaskan hubungan, tidak 

menguji hipotesis atau tidak membuat prediksi, hanya menguji kebenarannya 

berdasarakan fakta yang diperoleh. Data pada penelitian ini diperoleh melalui 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan 

pemerintahan Gayo Lues telah diimplementasikan walaupun masih menghadapi 

hambatan yang berasal dari kurangnya anggaran dan Sumber Daya Manusia 

(SDM). Dengan keterbatasan SDM dan anggaran yang ada saat ini Diskominfo 

berusaha mencapai target pembagunan infrastruktur sebanyak 80% pada tahun 

2023. Hingga saat ini, Masyarakat serta pemerintah Kabupaten Gayo Lues telah 

merasakan hasill dari Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan 

internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues meskipun implementasi belum 

rampung. 

Kata kunci:  Implementasi Kebijakan, Teknologi Informasi, kebijakan 

Pengelolaan Percepatan Pengunaan Internet.  

 

ABSTRACT 

This research aims to determine the implementation of the Acceleration 

Management of Internet Usage policy in Gayo Lues district in 2023 through the 

Gayo Lues District Communication and Information Technology (Diskominfo). 

This research was carried out using a descriptive method with qualitative data 

processing or a method that describes situations and events in the field and does 

not explain relationships, does not test hypotheses or does not make predictions, 

only tests the truth based on the facts obtained. The data was obtained through 

interviews, field notes and documentation. The results show that the management 

policy for accelerating internet use within the Gayo Lues government has been 

implemented even though it still faces obstacles originating from a lack of budget 

and Human Resources (HR). With limited human resources and the existing budget, 

Diskominfo is trying to achieve the infrastructure development target of 80% by 

2023. Curently, the people and government of Gayo Lues Regency have felt the 

results of the implementation of the policy to manage the acceleration of internet 

use within the Gayo Lues government, although implementation has not yet been 

fully implemented. 

Keywords: Policy Implementation, Information Technology, Internet Usage 

Acceleration Management policy. 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk memperlancar 

segala aktivitasnya. Saat ini, komunikasi jarak jauh merupakan kebutuhan  

masyarakat (Irmalianti, 2016). Perkembangan teknologi telekomunikasi sudah 

menjadi sarana yang tak terpisahkan dari pola kehidupan manusia. Hal ini 

mendorong teknologi telekomunikasi untuk terus berkembang untuk terus 

memberikan kemudahan bagi manusia untuk dapat berkomunikasi dimana pun 

mereka berada.  

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi meningkat dengan 

cepat, terutama dalam hal jaringan komputer, handphone,gadget dan alat 

komumunikasi lainnya. Kemajuan Teknologi informasi dan Komunikasi telah 

membuka tahap baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. 

Sekat-sekat informasi dengan sendirinya menghilang oleh inisiatif kuat individu 

yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi sekitarnya.  

Pengembangannya dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. 

Sumbangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan 

kesejahteraan manusia tidaklah dapat dipungkiri. Seperti yang kita ketahui bahwa 

di era serba modern seperti saat ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan 

sehari-hari tentunya sangat berpengaruh. Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita 

yang kerap kali ditunjang dengan teknologi informasi itu sendiri yang mampu 

menjawab tuntutan pekerjaan yang lebih cepat, mudah, murah 
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dan menghemat waktu. 

Semakin derasnya arus globalisasi dan semakin pesatnya perkembangannya 

yang dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sumbangan teknologi 

informasi dan komunikasi terhadap peradaban dan kesejahteraan manusia tidaklah 

dapat dipungkiri. Seperti yang kita ketahui bahwa di era serba modern seperti saat 

ini, peran teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat 

berpengaruh.  

Skenario global tentang pembangunan teknologi komunikasi dan informasi 

juga merumuskan perkembangan ekonomi dan perubahan sosial di negara-negara 

dunia semakin bertambah dengan kemajuan komputer dan teknologi ICT pada abad 

21 ini (Selwyn 2004). Bahkan beberapa ahli mengemukakan argumen bahwa 

perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan dampak 

terhadap perubahan yang disebut oleh Castell sebagai ‘ knowledge economy’ dan 

‘network societies’ (Castell 1996, 1997, 1998, Reich 1991) Kemampuan 

penggunaan teknologi komunikasi dan informatika dianggap penting bagi era 

“modernisasi”. Konsepsi “modernisasi” sendiri diukur dengan kemajuan 

pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pembangunan 

teknologi komunikasi dalam proses industrialisasi diarahkan untuk kemajuan warga 

negaranya. Pemerintah berkeinginan membawa warga negaranya agar tidak 

tertinggal atau “left behind” dan bisa memenangkan atau “winning” era globalisasi 

yang terjadi (Selwyn 2004). 

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat 

memang dianggap akan memberikan perubahan-perubahan mendasar, terutama 
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peningkatan kualitas kehidupan. Kedatangan TIK dapat dianggap sebagai 

“individual empowering” atau pemberdayaan bagi individual (D’Allesandro & 

Dosa 2001). Pembangunan TIK juga meningkatkan level interaksi sosial dan 

keterlibatan masyarakat sipil (Katz et al. 2001). Keinginan mewujudkan masyarakat 

modern yang tidak tertinggal dengan kondisi globalisasi, mendorong pemerintah 

untuk berupaya memajukan kualitas kehidupan warga negaranya melalui program-

program pembangunan teknologi informasi hingga ke pelosok desa. Tujuannya 

adalah selain memberikan akses murah terhadap TIK juga mengenalkan 

penggunaan TIK untuk perubahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di daerah 

pelosok pedesaan.  

Hal ini tidak terlepas dari aktivitas kita yang kerap kali ditunjang dengan 

teknologi informasi itu sendiri yang mampu menjawab tuntutan pekerjaan yang 

lebih cepat, mudah, murah dan menghemat waktu. Agar tidak dikatakan sebagai 

masyarakat yang buta akan informasi. Internet (interconnectionnetworking) 

menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah jaringan komunikasi 

elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang 

terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. 

Apalagi saat ini manusia dihadapkan pada era globalisasi yang merupakan 

salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi (internet). Internet 

sebagai media informasi dan komunikasi merupakan suatu kelebihan dibandingkan 

dengan media lain. Informasi yang didapatkan di internet lebih mudah, cepat dan 

murah dengan jangkauan global. Bahkan internet juga dapat disebut sebagai suatu 

perpustakaan besar yang di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliaran informasi 
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dalam berbagai bentuk. Selain itu, internet juga dikenal sebagai dunia maya, karena 

hampir seluruh aspek kehidupan di dunia nyata ada di internet seperti olah raga, 

politik,pendidikan, hiburan dan lain sebagainya 

Melalui sarana internet diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dalam 

pencarian segala informasi yang dibutuhkan serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui aplikasi-aplikasi internet yang dapat bermanfaat di segala 

bidang pembangunan. Sarana jaringan telekomunikasi dan informasi di daerah 

adalah bangunan tower mini yaitu Base Transceiver Station (BTS).  

Base Transceiver Station atau (BTS) adalah suatu infrastruktur telekomunikasi 

yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan 

operator. Fungsi  BTS adalah mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat 

komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah dan sejenis gawai lainnya, 

kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya 

dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan atau data. Jadi BTS merupakan 

sebuah rangkaian yang memiliki peran untuk membantu masyarakat dalam 

berkomunikasi satu dengan yang lainnya yang terpisah oleh jarak dan waktu. 

Instalasi BTS biasanya dilakukan pada sebuah tower, menara dan bangunan tinggi 

lainnya, agar sinyal yang dipancarakan dapat menjangkau area yang luas. Base 

Transceiver Station (BTS) merupakan bagian dari Base Station Subsystem untuk 

sistem manajemen. 

 Base Transceiver Station (BTS) dibangun berdasarkan usul pemerintah daerah 

melalui kerjasama Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan 

Informatika (BP3TI), Pemerintah Daerah, perusahaan penyediaan transmisi, power 
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dan tower serta operator selular. 

Daerah Kabupaten Gayo Lues selain memiliki 77 wilayah blankspot, 

Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah strategis dengan berbagai potensi baik 

sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Adapun beberapa potensi yang 

di miliki Kabupaten Gayo Lues adalah bidang pertanian, industri, perkebunan dan 

pariwisata. Namun, potensi pada bidang-bidang tersebut belum dikembangkan 

dengan baik. Padahal melalui pengembangan bidang-bidang tersebut dapat 

membangun perekonomian.  

Oleh karena itu, dengan adanya penyediaan sarana telekomunikasi dan 

informatika di harapkan mampu untuk menghidupkan potensi pada bidang-bidang 

tersebut dengan maksimal. Selain itu melalui pembukaan akses informasi 

masyarakaat perbatasan, pemanfaatan penyediaan jaringan telekomunikasi dan 

informasi adalah untuk melakukan pemberdayaan masyarakat. 

Pembangunan Akses Informasi Masyarakat di Kabupaten Gayo Lues adalah 

melalui Pembangunan Base Transceiver Station (BTS). Adapun pembangunan 

Base Transceiver Station (BTS) dilakukan pada daerah 3T (terdepan, terluar, dan 

terpencil). Selain itu, berdasarkan Keputusan Kementerian Komunikasi dan 

Informatika bahwa dalam pembangunan Base Transceiver Station (BTS) terfokus 

pada wilayah yang belum memiliki sinyal atau blankspot area serta belum memiliki 

sarana telekomunikasi dan informasi diwilayahnya. 

Base Transceiver Station (BTS) memberikan dampak positif terhadap 

perkembangan informasi dan komunikasi masyarakat. Pembangunan Base 

Transceiver Station (BTS) memberikan kemudahan berkomunikasi dan 
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memperoleh komunikasi. Base Transceiver Station (BTS) juga mempermudah 

dalam berkomunikasi, membantu segala urusan menjadi lebih cepat jika dibanding 

tidak adanya Base Transceiver Station (BTS) yang akan sulit untuk berkomunikasi. 

Ketersediaan jaringan internet, telekomunikasi dan informasi pada suatu 

wilayah merupakan hal penting terutama dalam hal pembangunan dan juga akses 

suatu pemerintahan maupun perkantoran. Pembukaan akses internet memberikan 

peluang kepada  masyarakat untuk dapat berkembang dan terbuka dengan 

perubahan-perubahan yang terjadi di luar. 

Berdasarkan fenomena atau masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik mengambil judul penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan 

Pengelolaan Percepatan Penggunaan Internet di Lingkungan 

PemerintahanGayoLues. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dapat merumuskan masalah dalam 

penelitian ini Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Percepatan 

Penggunaan Internet di Lingkungan Pemerintahan Gayo Lues. 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implemetasi 

kebijakan Pengelolaan Percepatan Pengunaan Internet di Lingkungan Pemerintahan 

gayo Lues. 
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2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis, untuk menambah ilmu pengetahuan dan dapat 

mengimplementasikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. 

b. Secara praktis, .hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah setempat 

maupun lembaga-lembaga terkait yang membutuhkan. 

c. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca 

serta memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik. 
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BAB II URAIAN TEORITIS 

A. Implementasi 

Menurut (Oktasari, 2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu 

to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan 

penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau 

akibat terhadap sesuatu.Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak 

atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan 

peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam 

kehidupan kenegaraan. 

Kemudian menurut Webster Dictionary (Syahida, 2014:8) mengemukakan 

“Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal 

dari kata kerja“to implement”, kata to implement berasal dari bahasa 

latin“implementatum” dari asal kata “impere” dimaksudkan “to fill up”, “tofillin” 

yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan “plere”maksudnya “to fill”, 

yaitu mengisi. Selanjutnya kata “to implement”dimaksudkan sebagai:  

“(1)  to carry into effect, to fulfill, accomplish.  

(2) to provide with the means for carrying out into effect or fullfling, to giftpratical 

effect to.  

(3) to provide or equip with implement.  

Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat), 

melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan “menyediakan 

sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil   
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yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan 

menyediakan atau melengkapi dengan alat. 

Menurut (Mulyadi, 2015:12), implementasi mengacu pada tindakan untuk 

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini 

berusaha untuk mengubah keputusan- keputusan tersebut menjadi pola-pola 

operasional serta berusaha mencapai perubahanperubahan besar atau kecil 

sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya 

juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program 

dilaksanakan. Sedangkan menurut (Tahir, 2014:55) “mengartikan implementasi 

sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-

pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 

pencapaian tujuantujuan yang telah digariskan dalam kebijakan”. (Mulyadi, 

2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang 

diarahkan pada realisasi program.”Kemudian menurut (Sutojo, 2015:4) 

mengatakan bahwa, “implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah 

sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan 

operasional, oleh pemerintah maupun swasta (indivudu maupun kelompok) untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan”. 

Menurut (Siagian, 2016:290) pengawasan adalah proses pengamatan dari 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan 

yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi 

adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dan diarahkan untuk mencapai 
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tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.menunjukkan bahwa 

implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan 

secara terus menerus usaha-usaha untuk mencapai apa yang mengarah pada 

penempatan suatu program ke dalam tujuan keputusan yang diinginkan. 

 

B. Kebijakan Publik 

Secara umum, istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan 

secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit 

perbedaan. Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternatif yang siap dipilih 

berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijaksanaan berkaitan dengan 

suatu keputusan yang memperbolehkan berdasarkan alasan-alasan tertentu 

sehingga tak ada masalah bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian. 

Anderson (Ekowati, 2005:5) mengartikan kebijakan publik sebagai 

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan 

dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah 

tertentu. Lebih lanjut dikatakan Anderson, ada elemen-elemen penting yang 

terkandung dalam kebijakan publik antara lain mencakup:  

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu. 

2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah yang 

berkuasa. 

3. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa 

yang bermaksud akan dilakukan.  

4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu 
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masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak 

melakukan sesuatu).  

5. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundangan tertentu 

yang bersifat memaksa. 

Thomas R. Dye (dalam Suwitri 2008:8), mengemukakan kebijakan publik 

sebagai “apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan.” 

Dalam upaya mencapai tujuan negara, pemerintah perlu mengambil pilihan langkah 

tindakan yang dapat berupa melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu. Tidak 

melakukan sesuatu apapun merupakan suatu kebijakan publik, karena merupakan 

upaya pencapaian tujuan dan pilihan tersebut memiliki dampak yang sama besarnya 

dengan pilihan langkah untuk melakukan sesuatu terhadap masyarakat. 

David Easton (dalam Suwitri 2008:9) mengemukan kebijakan publik “adalah 

pengalokasian nilai-nilai secara paksa (sah) kepada seluruh anggota masyarakat. 

Kemudian menuruut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky (dalam Suwitri 

2008:9) Kebijakan publik adalah “suatu tindakan pemerintah yang berupa program-

program pemerintah untuk pencapaian sasaran atau tujuan.” 

Pressman dan Widavsky dalam Budi Winarno (2002:17) menyimpulkan 

kebijakan publik merupakan hipotesis yang mengandung kondisi awal dan akibat 

yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk 

kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan 

faktor-faktor bukan pemerintah.  

Tachjan (2006: 25) juga mengemukakan bahwa implementasi kebijakan 

publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan 
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ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan 

evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika top-down, 

maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif- alternatif yang masih abstrak 

atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit dan mikro. 

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menarik kesimpulan bahwasannya 

kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah atau pihak lain yang lebih 

dikenal dengan sebutan aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses 

kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. 

Proses pembuatan kebijakan publik dibagi dalam beberapa tahapan yang 

dikelompokkan untuk memudahkan menganalisis kebijakan publik. Tahap-tahap 

kebijakan publik dikelompokkan oleh Dunn (2000), sebagai berikut: 

 

 

C. Implementasi Kebijakan Publik 

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan 
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publik. Praktek implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu 

kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis karena adanya intervensi dari 

berbagai kepentingan. Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan 

bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Oleh 

karena itu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak 

atau tujuan yang diinginkan. Untuk melihat keberhasilan suatu program, maka akan 

sangat bergantung kepada implementasi program itu sendiri 

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada 

tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu 

keputusan. Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan penting 

dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari 

beberapa pendapat di bawah tentang implementasi kebijakan publik.  

Kebijakan diperlukan mengacu pada pandangan para pakar bahwa setiap 

kebijakan yang telah dibuat harus diimplementasikan. Oleh karena itu, 

implementasi kebijakan diperlukan karena berbagai alasan atau perspektif. 

Berdasarkan perspektif masalah kebijakan, sebagaimana yang diperkenalkan 

Cleaves (Waluyo, 2007:49) berpendapat bahwa “implementasi kebijakan dianggap 

sebagai suatu proses tindakan administrasi dan politik (a proces of moving to ward 

a policy objective by mean admnistrative and political steps)”. 

Udoji (Mulyadi, 2015:46) juga berpendapat bahwa, “pelaksanaan kebijakan 

adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pembuatan 

kebijakan. Kebijakan- kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang 

bagus, yang tersimpan rap Hamdi (2014:97) berpendapat, “pelaksanaan atau 
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implementasi kebijakan bersangkut paut dengan ikhtiar-ikhtiar untuk mencapai 

tujuan dari ditetapkannya suatu kebijakan tertentu”.i dalam arsip jika tidak dapat 

diimplementasikan”. 

Tachjan (Tahir, 2014:53) berpendapat bahwa: “implementasi kebijakan publik, 

disamping dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik 

sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik, dapat dipahami pula  

sebagai salah lapangan studi administrasi publik sebagai ilmu”. 

Menurut Bambang Sunggono, implementasi kebijakan mempunyai beberapa 

faktor penghambat, yaitu:  

1. Isi kebijakan  

a. Implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya 

apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan 

prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada.  

b. Kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan 

dilaksanakan.  

c. Kebijakan yang akan diimplementasiakan dapat juga menunjukkan adanya 

kekurangan-kekurangan yang sangat berarti.  

d. Penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat 

terjadi karena kekurangankekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya 

pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.  

2. Informasi  

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang 

peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan 
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untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, 

misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.  

3. Dukungan  

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada 

pengimlementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan 

tersebut.  

4. Pembagian Potensi  

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu 

kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku 

yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas 

dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat 

menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab 

kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya 

pembatasanpembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono,1994 : 149-153). 

Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi 

kebijakan publik. Suatu kebijakan akan menjadi efektif apabila dalam pembuatan 

maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Adapun 

unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik, 

yaitu :  

a. Peraturan hukum ataupun kebijakan itu sendiri, di mana terdapat kemungkinan 

adanya ketidakcocokan-ketidakcocokan antara kebijakan-kebijakan dengan hukum 

yang tidak tertulis atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.  

b. Mentalitas petugas yang menerapkan hukum atau kebijakan. Para petugas hukum 
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(secara formal) yang mencakup hakim, jaksa, polisi, dan sebagainya harus memiliki 

mental yang baik dalam melaksanakan (menerapkan) suatu peraturan perundang-

undangan atau kebijakan. Sebab apabila terjadi yang sebaliknya, maka akan terjadi 

gangguangangguan atau hambatan-hambatan dalam melaksanakan 

kebijakan/peraturan hukum.  

c. Fasilitas, yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan suatu peraturan hukum. 

Apabila suatu peraturan perundang-undangan ingin terlaksana dengan baik, harus 

pula ditunjang oleh fasilitas-fasilitas yang memadai agar tidak menimbulkan 

gangguan-gangguan atau hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya 

Warga masyarakat sebagai obyek, dalam hal ini diperlukan adanya kesadaran 

hukum masyarakat, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat seperti yang 

dikehendaki oleh peraturan perundangundangan (Bambang Sunggono, 1994 : 158). 

 

Dari skema di atas terlihat bahwa proses implementasi kebijakan dimulai 

dengan suatu kebijakan yang harus dilaksanakan. Hasil proses implementasi 

kebijakan yang segera atau disebut sebagai “policy performance”. Secara konkrit 

antara lain dapat kita lihat jumlah dan is barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah 

dalam jangka waktu tertentu untuk menaikkan taraf kesejahteraan masyarakat, 

misalnya. Perubahan dalam taraf kesejahteraan warga masyarakat dapat dianggap 

sebagai hasil akhir kebijakan yang disebut sebagai “policy outcome” atau “policy 
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impact”. Dengan demikian di dalam hasil akhir kebijakan termasuk juga hasil-hasil 

sampingan di samping “policy performance” yang diperoleh. 

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka 

diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. M. Irfan Islamy (1997 : 

102- 106) membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu :  

a. Bersifat self-executing, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan 

disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan 

dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara 

lain.  

b. Bersifat non self-executing yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu 

diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan 

kebijakan tercapai. 

 

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Solichin Abdul 

Wahab, 1991 : 36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:  

Tahap I :  

Terdiri atas kegiatan-kegiatan :  

a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas  

b. Menentukan standar pelaksanaan  

c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.  

Tahap II : 

 Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber 

daya, prosedur, biaya serta metode  
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Tahap III :  

Merupakan kegiatan-kegiatan :  

a. Menentukan jadual  

b. Melakukan pemantauan  

c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. 

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil 

tindakan yang sesuai, dengan segera. 

Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan 

penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier 

dalam Solichin Abdul Wahab, (1991) Mempelajari masalah implementasi 

kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah 

suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan 

kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang 

menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk 

memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi 

perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi 

juga memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh 

pada impelementasi kebijakan negara. 

Selain itu, konsep pelaksanaan kebijakan di Indonesia berlandaskan good 

governance. Untuk mencapai good governance tersebut perlu diketahui dimensi 

pencapaian yaitu (Hardiansyah, 2018):  

1. Konsistensi.  

Sebuah kebijakan akan terlaksana dengan baik apabila pelaksanaanya dilakukan 
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secara konsisten yang sesuai dengan norma dan prosedur yang berlaku 

2. Transparansi.  

Transparansi ada jika terdapat kebebasan akses yang dapat dilakukan oleh publik 

atau kelompok yang memiliki kepentingan . Transparansi informasi harus bersifat 

terbuka, mudah diakses, mudah dimengerti, dan tersedia secara memadai;  

3. Akuntabilitas.  

Pelaksanaan sebuah kebijakan harus dapat di pertanggung jawabkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan;  

4. Keadilan. Keadilan dalam pelaksanaan kebijakan publik dapat berupa tidak 

membedakan pelayanan terhadap golongan tertentu (tidak besikap deskriminatif);  

5. Partisipatif.  

Partisipatif artinya bawah masyarakat berperan dalam keterlibatanya pada 

pelaksanaan kebijakan. Selain sebagai penopang pelaksanaan kebijakan, 

masyarakat juga berperan sebagai sarana untuk evaluasi dan pengontrolan terhadap 

wawenang pelaksana kebijakan;  

6. Efektivitas.  

Efektivitas berhubungan dengan ketercapaian hasil kebijakan berdasarkan tindakan 

dan aspek rasionalitas tindakan yang berhubungan dengan layanan atau produk. 

Sebuah pelaksana kebijakan dikatakan efektif apabila tercapainya sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan;  

7. Efisiensi.  

Efisiensi berhubungaan dengan kuantitas pemaksimalan sumber daya seperti 

pencapaian tujuan, pengunaan manusia, biaya, waktu dan peralatan lainnya. 
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Efisiensi akan berdampak kepada efektivitas pelaksanaan kebijakan 

Nirwandar juga menjelaskan dalam penataan kelembagaan/organisasi 

Pemerintah, Pemerintah Daerah tetap harus  berpegang pada prinsip-prinsip 

organisasi modern agar proses implementasi kebijakan berjalan dengan baik: 

1. Visi dan misi yang jelas; hal ini akan sangat membantu disusunnya organissai yang 

benar-benar sesuai dengan kebutuhan terutama mengantisipasi tuntutan perubahan 

dimasa yang akan datang. 

2. Organisasi flat atau datar; jenjang organisasi dibatasi, sehingga organisasi lebih 

flattering. Hal ini berarti tingkatan/eselon dikurangi atau lebih jelasnya organissai 

pemerintah cukup memiliki dua atau tiga tingkatan struktural di bawah puncak 

pimpinan. 

3. Organisasi ramping (tidak banyak pembidangan); merujuk pad aformat organissai 

pemerintah di masa yang akan datang, maka organisasi yang ramping dengan 

jumlah pembidangan yang dibatasi merupakan suatu keharusan. Organisasi 

pemerintah yang benar-benar diperlukan dapat dikembangkan, sebaliknya lembaga 

yang dianggap menambah jenjang pengambilan keputusan dihapuskan artinya 

penataan organisasi pemerintah daerah sesuai kebutuhan. 

Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa implementasi 

kebijakan publik adalah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan yang memiliki 

beberapa tahapan dengan tetap memperhatikan pada organisasi pemerintah atau 

swasta kebijakan tersebut diimplementasikan. 

D. Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik 
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Keberhasilan suatu implemetasi kebijakan publik ditentukan oleh berbagai 

faktor yang mempengaruhinya. Oleh kaena itu dalam implemetsi kebijakan publik 

ada bebeberapa faktor sebagai pendukung implementasi kebijakan publik tersebut. 

Grindle (dalam Wibawa, 1990:127) mengemukakan teori implementasi 

sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini Grindle memandang bahwa 

suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks 

implementasinya. Dalam teorinya itu Grindle mengemukakan bahwa proses 

implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-

sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan 

sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran 

sasaran tersebut. Isi kebijakan meneurut Grindle mencakup: 

1) Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, 

2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, 

3) Derajatperubahanyangdiinginikan, 

4) Kedudukan pembuat kebijakan, 

5) Siapa pelaksana program, 

6) Sumber daya yang dikerahkan. 

Dan Menurut Grindle (dalam Harbani Pasolong, 2008: 57- 58), implementasi 

kebijakan publik sering dilihat sebagai suatu proses yang penuh dengan muatan 

politik dimana mereka yang berkepentingan berusaha sedapat mungkin 

memepengaruhinya. Melihat bahwa implementasi kebijaksanaan sarat dengan 

kepentingan politik karena yang membuat kebijakan adalah eksekutif dan 

legislative kedua lembaga ini adalah lembaga politik tentulah kebijakan tersebut 
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tidak terlepas dengan kepentingan politik atau kekuasaan. Dari definisi diatas dapat 

diketahui bahwa Implementasi kebijakan publik menyangkut tiga hal, yaitu : 

(1) Adanya tujuan atau sasaran kebijakan. 

(2) Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan 

(3) Adanya hasil kegiatan. 

Menurut Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier (1983:61) Kedua ahli 

kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik 

adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses 

implementasi. Variabel-varibel yang dimaksud diantaranya: 

a. Vaiabel Independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenan 

dengan indikator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok 

sasaran, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki, variable ini disebut juga 

dengan karakteristik dari masalah. 

b. Variabel Intervening, yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan 

proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi dan tujuan, 

dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan 

hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan 

pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar variable ini disebut juga 

dengan karakteristik kebijakan. 

c. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi atau 

lingkungan, yang berkenan dengan indicator, kondisi sosioekonomi dan teknologi, 

dukungan public, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta 
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komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana  

d. Variabel-variabel di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi. 

Berkaitan dengan faktor sumber daya manusia yang mempengaruhi proses 

implementasi suatu kebijakan. 

Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2005:90) membuat kategorisasi bahwa 

proses implementasi kebijakan dipahami melalui tiga perspektif yang berbeda, 

yaitu pembuat kebijakan dengan substansi kebijakannya, pejabat pelaksana di 

lapangan sebagai implementor dan aktor individu selaku kelompok target. 

Kepatuhan pelaksana diukur dengan cara melihat kesesuaian perilaku pelaksana 

dengan kewajiban yang dilaksanakan. 

George C. Edward III melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses 

yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan 

mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan 

guna mengetahui bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap 

implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

implementasi kebijakan yaitu faktor : 

(1) Komunikasi, 

Edward III dalam Winarno mengemukakan faktor komunikasi mempunyai tiga 

dimensi yaitu dimensi transmisi (transmission), kejelasan (clarity) dan konsistensi 

(consistency). Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan publik tidak hanya 

disampaikan kepada para pelaksana kebijakan (implementers), tetapi juga 

disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang 

berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan tersebut.  
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Para pelaksana kebijakan ahrus mengetahui apa yang harus dilakukan agar 

implementasi kebijakan menjadi efektif. Keputusan kebijakan dan perintah-

perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan dan 

perintah tersebut dapat diikuti. Komunikasi harus akurat dan dimengerti dengan 

cermat oleh para pelaksana. 

(2) Sumber daya, 

Dimensi kejelasan (clarity) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan 

kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak-pihak yang berkepentingan 

langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima dengan jelas 

sehingga pihak-pihak tersebut mengetahui maksud, tujuan, sasaran dan substansi 

dari kebijakan publik. Petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus dipahami 

tetapi juga harus jelas. Jika tidak jelas, para pelaksana kebijakan tidak akan tahu 

apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat 

dicapai secara efektif dan efesien. Edwards mengidentifikasikan enam faktor yang 

mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan, yaitu:  

1. kompleksitas kebijakan publik,  

2. keinginan untuk tidak mengganggu kelompok masyarakat,  

3. kurangnya consensus terhadap tujuan kebijakan,  

4. masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru,  

5. menghindari pertanggungjawaban kebijakan dan  

6. sifat pembuatan kebijakan pengadilan. Ketidakjelasan pesan komunikasi tidak 

selalu menghalangi implementasi karena pada tataran tertentu para pelaksana dapat 

bersifat fleksibel dalam melaksanakan kebijakan. 
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Dimensi ketiga yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah 

konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka 

perintahperintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Perintah-perintah yang 

saling bertentangan akan menyulitkan para pelaksana kebijakan menjalankan 

tugasnya dengan baik walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para 

pelaksana kebijakan tersebut mempunyai unsur kejelasan. Perintah-perintah 

pelaksanaan kebijakan yang tidak konsisten juga akan mendorong para pelaksana 

mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan dan 

mengimplementasikan kebijakan. Bila ini terjadi, maka akan berakibat pada 

ketidakefektifan implementasi kebijakan karena tindakan yang sangat longgar 

besar kemungkinan tidak dapat digunakan untuk melaksanakan tujuan-tujuan 

kebijakan. 

(3) Disposisi  

Edward III memandang disposisi sebagai kecenderungan, keinginan atau 

kesepakatan para pelaksana (implementers) untuk melaksanakan kebijakan. 

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sejauh mana para 

pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya, 

tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut. 

Dalam praktiknya hal ini seperti karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki 

disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan 

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika 
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implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat 

kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. 

(4) Sumber Daya 

Meski perintah-perintah implementasi disampaikan secara akurat, jelas dan 

konsisten, tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk 

menjalankan kebijakan, implementasi tidak akan efektif. Sumberdaya merupakan 

faktor yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Sumber daya 

meliputi staf dengan jumlah memadai dan keahlian yang tepat untuk menjalankan 

tugas mereka, serta informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk 

menerjemahkan usulan tertulis menjadi pelayanan publik yang berfungsi. 

(5) Struktur birokrasi. 

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan kebijakan cukup 

dan para pelaksana kebijakan mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, 

serta mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan dapat 

jadi masih belum efektif, karena adanya ketidakefesienan struktur birokrasi 

(Edward III, 1980:11). Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur 

organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi 

dengan luar organisasinya 

Birokrasi  besar sekali perannya dalam tahap implementasi ini, sehigga 

terdapat pula kendala-kendala dari para implementor itu. Kendala dalam 

implementasi kebijakan yang dinamakan oleh Dunsire (1978 : 87) sebagai 

implementation gap yaitu suatu keadaan dalam proses kebijakan selalu terbuka 

untuk kemungkinan akan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan 
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(direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai ( 

sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Perbedaan tersebut 

tergantung dari implementation capacity dari organisasi/aktor atau 

kelompok/organisasi yang dipercaya mengembang tugas mengimplementasikan 

kebijakan tersebut. 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari 

struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. 

 

 

Menurut Winarno (2005:150), ”Standard operational procedure (SOP) 

merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber 

daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan 

luas. 

Edward III dalam Widodo (2010:107) menyatakan bahwa : demikian pula 

dengan jelas tidaknya standar operasi, baik menyangkut mekanisme, system dan 
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prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, 

dan tangggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara 

organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan 

implementasi kebjakan. 

Menurut Tangkilisan (2003:12) menyatakan bahwa komunikasi merupakan hal 

penting dalam Implementasi suatu Kebijakan komunikasi memegang peranan 

penting terutama dalam pelaksanaan Kebijakan tersebut, agar Implementasi 

menjadi efektif maka mereka yang harus mengImplementasikan suatu Kebijakan 

harus tau apa yang mereka kerjakan. Keputusan Kebijakan dan peraturan 

Implementasi harus ditransmisikan kepada personalia yang tepat sebelum bisa 

diikuti. Komunikasi ini membutuhkan keakuratan dan komunikasi juga harus 

akurat pula diterima oleh implementator. 

E. Pengelolaan 

Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang 

terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Secara umum 

pengelolaan merupakan kegiatan merubah sesuatu hingga menjadi baik berat 

memiliki nilai-nilai yang tinggi dari semula. Pengelolaan dapat juga diartikan 

sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan 

sehingga lebih bermanfaat. 

Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa Pengelolaan merupakan istilah 

yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal 

dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau 

menangani sesuatu untukmencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan 
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ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani 

sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. 

Sementara Terry (2009:9) mengemukakan bahwa : Pengelolaan sama dengan 

manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan 

atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan 

memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

F. Percepatan 

Percepatan merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan 

termasuk ke dalam besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Percepatan dibagi 

menjadi percepatan diperlambat dan percepatan dipercepat. Percepatan diperlambat 

artinya arah percepatannya berlawanan dengan arah kecepatan. Sedangkan 

percepatan dipercepat artinya arah percepatannya searah dengan kecepatan. 

Percepatan bernilai negatif jika kecepatan suatu benda berkurang dalam selang 

waktu tertentu (diperlambat). Percepatan bernilai positif ketika kecepatan suatu 

benda bertambah dalam selang waktu tertentu (dipercepat). 
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G. Evaluasi Implementasi Kebijakan 

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik melibatkan berbagai stakeholder 

secara partisipatif dan demokratis. Pembuat kebijakan dan stakeholder secara 

kolaboratif terlibat dalam proses analisis dan pelaksana kebijakan. Maka diperlukan 

evaluasi sebagai bentuk penilaian akuntabilitas dan kinerja dari kebijakan publik 

yang dilaksanakan. Ada tiga tahapan bentuk evaluasi pelaksanaan kebijakan publik 

yaitu: 

1. Evaluasi pada tahapan perencanaan  

Evaluasi pada tahapan perencanaan ini disebut juga dengan ex-ante yang artinya 

bahwa kebijakan dilaksanakan dengan maksud mimilih alternatif prioritas dari 

berbagai alternatif yang telah dirumuskan (Kawengian and Rares, 2015). Tujuan 

evaluasi tahapan ini adalah untuk menghindari penilaian awal yang diberikan 

kepada kebijakan yang telah ditentukan. Selain itu juga sebagai pemberi informasi 

tehadap kebijakan yang sedang dilaksanakan.  

2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan  

Evaluasi pada tahapan pelaksanaan ini disebut juga dengan on-going. Evaluasi ini 

bertujuan untuk menentukan kemajuan pelaksanaan yang dibandingkan dari proses 

awal kegiatan (Prastisha and Triharjanto, 2020). Evaluasi ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 

Apabila ada kesalahan yang terjadi pada proses pelaksanaan evaluasi maka akan 

segera diatasi melalui penilaian ongoing ini melalui proses rekomendasi. Selain itu 

evaluasi on going juga dapat memberikan informasi yang berhubungan dengan 



31 

 

 

 

proses pelaksanaan kebijakan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.  

3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan  

Evaluasi pada tahapan ini disebut juga dengan ex-post. Evaluasi ini bertujuan untuk 

mengetahui tingkat ketercapaian pelaksanaan kegiatan (Budiani and Suliyati, 

2016). Selain itu tahapan ini juga bertujuan untuk penganalisisan tingkat 

ketercapaian luaran kebijakan. Selain itu pada tahapan ini juga dapat diketahui 

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan. Ketiga 

tahapan evaluasi ini harus dilaksanakan pada proses pelaksanaan kebijakan agar 

dapat menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan rencana 

yang telah disepakati. Proses penilaian kebijakan yang dilakukan di Indonesia 

menggunakan gabungan dari ketiga bentuk penilaian. Hal ini dikarenakan objek 

kebijakan yang luas dan sumber daya yang variatif harus dapat memastikan bahwa 

kebijakan tersebut harus tepat sasaran dalam memecahkan permalasahan. 

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, 

implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai 

suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada 

tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.  

Evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalah kebijakan, program yang 

diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak 

kebijakan. Suatu evaluasi kebijakan harus meliputi beberapa kegiatan, yakni 

pengkhususan (spesification), pengukuran (measurement), analisis, dan 

rekomendasi. Menurut William N. Dunn (1999), istilah evaluasi dapat disamakan 
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dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian 

(assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau 

manfaat hasil kebijakan.  

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja 

kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai 

melalui tindakan publik. Evaluasi kebijakan lebih berkenaan pada kinerja dari 

kebijakan, khususnya pada implementasi kebijakan publik. Evaluasi implementasi 

kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi, yaitu sebelum dilaksanakan, pada 

waktu dilaksanakan, dan setelah dilaksanakan. Evaluasi setelah kebijakan juga 

disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi 

impak/pengaruh (outcome) kebijakan, dan atau evaluasi sumatif.  

James P. Lester dan Joseph Steward, Jr (2000) mengelompokkan evaluasi 

implementasi kebijakan menjadi evaluasi proses, yaitu evaluasi yang berkenaan 

dengan proses implementasi; evaluasi impak, yaitu evaluasi berkenaan dengan hasil 

dan/atau pengaruh dari implementasi kebijakan; evaluasi kebijakan, yaitu apakah 

benar hasil yang dicapai mencerminkan tujuan yang dikehendaki; dan evaluasi 

meta-evaluasi yang berkenaan dengan evaluasi berbagai implementasi kebijakan 

yang ada untuk menemukan kesamaan-kesamaan tertentu.  

Pemahaman tentang evaluasi kebijakan biasanya bermakna sebagai evaluasi 

implementasi kebijakan dan/atau evaluasi kinerja atau hasil kebijakan. 
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Menurut Sofian Effendi, tujuan evaluasi implementasi kebijakan publik adalah 

untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk 

menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu: 

a. Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan 

kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen 

tertentu.  

b. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan variasi itu? Jawabannya berkenaan 

dengan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan dan 

lingkungan implementasi kebijakan yang memengaruhi variasi outcome 

implementasi kebijakan.  

c. Bagaimana strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik? 

Pertanyaan ini berkenaan dengan “tugas” pengevaluasi untuk memilih variabel-

variabel yang dapat diubah, atau actionable variable-variabel yang bersifat natural 

atau variabel yang tidak bisa diubah tidak dapat dimasukkan sebagai variabel 

evaluasi.  

Kegiatan evaluasi adalah langkah menilai suatu kebijakan yang telah 
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dilaksanakan. Menurut M. Irfan Islamy, penilaian kebijakan dapat mencakup 

tentang isi kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan dampak kebijakan. Jadi penilaian 

kebijakan dapat dilakukan pada fase perumusan masalahnya; formulasi usulan 

kebijakan, implementasi, legitimasi kebijakan. Dalam penelitian ini kegiatan 

evaluasi diarahkan dan dibatasi pada implementasi kebijakan Badan Informasi 

Publik dalam usaha menyebarkan informasi publik yang dikaitkan dengan 

kepentingan dan kebutuhan masyarakat akan informasi. 

H. Penggunaan dan Internet 

a. Penggunaan 

Penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. 

dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. 

b. Internet 

Internet adalah jaringan besar yang saling berhubungan dari jaringan-jaringan 

komputer yang menghubungkan orang- orang dan komputer-komputer diseluruh 

dunia, melalui telepon, satelit dan sistem-sistem komunikasi yang lain. 

Secara sederhana menurut Hartono, Jogiyanto (2009:1). Internet dapat 

diartikan kumpulan dari beberapa computer. Bahkan jutaan computer di seluruh 

dunia yang saling berhubungan atau terkoneksi satu sama lainnya. Media yang 

digunakan bisa menggunakan kabel atau serat optic, satelit atau melalui sambungan 

telepon. Pendapat ini mengartikan bahwa internet merupakan media komunikasi 

dan informasi modern yang dapat dimanfaatkan secara global oleh pengguna 

diseluruh dunia dalam interkoneksi antar jaringan computer yang terbentuk melalui 

sarana berupa penyedia akses (provider) internet, sehingga internet sebagai media 
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informasi dapat menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk melakukan 

pertukaran dan penyebaran informasi tanpa terhalang oleh jarak, perbedaan waktu 

dan juga factor geografis bagi seseorang yang ingin mengakses informasi.
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BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang dilakukan dalam penilitian ini ialah dengan 

menggunakan metode Deskriptif dengan pengolahan data Kualitatif. Metode 

kualitatif ialah metode yang dilakukan untuk membedakan suatu fenomenal yang 

terjadi dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. Metode Deskriptif 

Kualitatif hanya menjabarkan situasi dan peristiwa yang ada dilapangan. Penelitian 

dengan jenis ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis 

atau tidak membuat prediksi, hanya menguji kebenarannya berdasarakan fakta yang 

diperoleh. 

Metode penelitian deskriptif menurut (Sugiyono, 2016:53) adalah suatu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau 

menghubungkan dengan variabel lain. Artinya penelitian ini hanya ingin 

mengetahui bagaimana keadaan variabel itu sendiri tanpa ada pengaruh atau 

hubungan terhadap variabel lain seperti penelitian eksperimen atau korelasi. 

Menurut (Arikunto, 2018:3) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah 

disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. 

Menurut (Narbuko, 2009:44) penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan 

data-data, dengan menyajikan, menganalisis dan menginterpretasikannya



37 

 

 

 

 

B. Kerangka Konsep 

 

Definisi konsep merupakan penjabaran tentang konsep-konsep yang telah 

dimaksud kedalam variabel agar lebih terarah. Definisi konsep dimaksud untuk 

merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang 

menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain 

kebenarannya. Maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut 

: 

1. Implementasi merupakan suatu tahapan dalam proses kebijakan. Pada tahap ini 
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suatu kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan dan lebih banyaknya 

keberhasilan dari suatu kebijakan akan sangat terlihat pada tahap implementasi ini. 

2. Kebijakan publik hanya dapat ditetapkan pemerintah atau pihak lain yang lebih 

dikenal dengan sebutan aktor kebijakan publik hanya dapat mempengaruhi proses 

kebijakan publik dalam batas kewenangannya masing-masing. 

3. Implementasi kebijakan publik adalah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang 

telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. 

4. Pengelolaan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk 

mengatur, mengawasi, dan mengendalikan sumber daya atau aktivitas tertentu 

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan, 

pengelolaan mencakup pengaturan dan pengawasan berbagai aspek pembangunan, 

seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Dalam keseluruhan, pengelolaan 

adalah suatu proses yang terstruktur dan terencana untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan, dan melibatkan pengaturan, pengawasan, dan pengendalian berbagai 

aspek aktivitas atau sumber daya tertentu. 

5. Percepatan adalah proses peningkatan kecepatan atau laju suatu peristiwa atau 

proses tertentu. Dalam teknologi, percepatan mengacu pada pengembangan atau 

peningkatan kecepatan sistem atau layanan tertentu, seperti internet, komputer, atau 

transportasi. 

6. Penggunaan adalah tindakan atau proses memanfaatkan suatu barang, layanan, atau 

sumber daya tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks 

teknologi informasi, penggunaan mengacu pada tindakan atau proses 

memanfaatkan berbagai layanan atau aplikasi digital untuk keperluan tertentu, 
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seperti penelitian, belajar, atau hiburan. 

7. Internet adalah jaringan komunikasi global yang terdiri dari berbagai perangkat dan 

infrastruktur komunikasi yang saling terhubung. Internet memungkinkan 

pengiriman dan penerimaan informasi secara elektronik melalui berbagai 

teknologi, seperti komputer, telepon seluler, tablet, dan perangkat lainnya. 

C. Kategorisasi Penelitian 

Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variable penelitian 

sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian 

pendukung untuk analisis dari penelitian tersebut. Adapun kategorisasi dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Kepentingan yang dipengaruhi oleh kebijakan, 

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan, 

3. Derajat perubahan yang diinginikan, 

4. Sumber daya yang dikerahkan. 

 

Mary B. Austin dan Patricia A. Rankin (2016:14) “kategori penelitian 

membantu peneliti dalam memilih metode penelitian yang paling sesuai untuk 

memecahkan masalah atau mencapai tujuan penelitian. Dalam bukunya yang 

berjudul "Designing and Conducting Research in Education", mereka juga 

menekankan pentingnya peneliti untuk memahami perbedaan antara jenis 

penelitian, seperti penelitian deskriptif, penelitian korelasional, penelitian kausal-

komparatif, dan penelitian eksperimen.” 

William Wiersma (2009:36), Menurutnya, kategori penelitian membantu 
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peneliti dalam memilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan 

penelitian. Dalam bukunya yang berjudul "Research Methods in Education", ia juga 

menekankan pentingnya memilih teknik pengumpulan data yang sesuai dengan 

jenis penelitian, seperti wawancara, observasi, atau kuesioner. 

Donald Kerlinger (1973:11) kategori penelitian membantu peneliti dalam 

merencanakan dan melakukan penelitian dengan baik. Dalam bukunya yang 

berjudul "Foundations of Behavioral Research", ia juga menekankan bahwa 

memilih jenis penelitian yang tepat dapat membantu meningkatkan validitas dan 

reliabilitas hasil penelitian. 

D. Informan atau Narasumber 

Untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan, maka dalam penelitian 

menggunakan individu sebagai pemeberi informasi. Adapun informan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Kepala Diskominfo Gayo Lues  

2. Masyarakat Gayo Lues  

3. Tokoh Masyarakat Gayo Lues 

Untuk memudahkan, para narasumber/informan diberikan kode: 

1. Kepala Diskominfo Gayo Lues sebagai Narasumber 1  

2. Masyarakat Gayo Lues sebagai Narasumber 2 

3. Tokoh Masyarakat Gayo Lues sebagai Narasumber 3 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, peneliti perlu 

mengumpulkan data-data yang dapat memudahkan peneliti melakukan penelitian. 
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Sumber data ini didapatkan melalui wawancara yaitu mengajukan beberapa 

pertanyaan terhadap narasumber ataupun responden yang berkaitan dalam 

penelitian, yaitu mencakup : 

a. Data Primer 

Data Primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada 

lokasi penelitian atau objek yang diteliti atau data yang diperoleh ini disebut data 

primer. Dalam hal ini data diperoleh dengan wawancara yaitu mendapatkan data 

dengan cara tanya jawab dan berhadapan langsung dengan informan atau 

narasumber. 

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan 

yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (indepth interview) 

adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanyajawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang 

yang diwawancarai. 

Sugiyono (2018:456) berpendapat bahwa data primer yaitu sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh 

peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. 

Peneliti menggunakan hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai 

topik penelitian sebagai data primer. 

 

b. Data Skunder 

Yaitu pengumpulan data-data yang relevan dengan pemersalahan yang 
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diteliti, yang diperoleh dari buku dan referensi, serta naskah lainnya. Data sekunder 

ini digunakan sebagai pendukung dalam analisa data. 

Teknik pengumpulan data skunder juga berupa dokumen-dokumen yang 

ada dilokasi penelitian sebagai sumber kedua atau sumber sekunder untuk 

mendukung data primer. Pada penelitian kali ini, peneliti mengumpulkan data 

sekunder dengan teknik dokumentasi . 

Teknik ini diperoleh menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada 

dalam lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah 

penelitian. 

Sugiyono (2018:456) berpendapat bahwa data sekunder yaitu sumber data 

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat 

orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data 

sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, 

artikel yang berkaitan dengan topik penelitian. 

F. Teknik Analisi Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Reduksi data Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak jumlahnya, oleh 
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karena itu perlu di catat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu dilakukannya analisis 

data melalui reduksi data. Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting agar dapat memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya. 

2. Penyajian Data Data yang disusun dari hasil reduksi kemudian disajikan dalam 

bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategorisasi dan sejenisnya. Dari penyajian data ini peneliti 

diharapkan mampu memahami yang terjadi sehingga dapat menarik kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

3. Penarikan Kesimpulan Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan analisis data 

yang ketiga, (Iskandar, 2010) menjelaskan bahwa penarikan simpulan merupakan 

analisis lanjutan dari reduksi data dan penyajian data sehingga data dapat 

disimpulkan. Lebih lanjut menambahkan bahwa penarikan simpulan sementara 

masih dapat diuji kembali dengan data di lapangan, dengan cara merefleksikan 

kembali. Peneliti dapat bertukar pikiran dengan teman sejawat sehingga kebenaran 

ilmiah dapat tercapai. 

G. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah Dinas Komunikasi dan informatika 

(Diskominso), Kabupaten Gayo Lues. 

H. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten 

agar dapat mengkaji penelitian secara teratur dan sistematis, maka sistematika yang 

berkaitan dengan penelitian adalah sebagai berikut : 
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BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian. 

BAB II URAIAN TEORITIS 

Pada Bab ini mengemukakan tentang teori-teori yang melandasi penelitian, yang 

akan menguraikan tentang Implementasi, Kebijakan Publik, Implementasi 

Kebijakan Publik, Pengembangan dan Desa Wisata. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada Bab ini Berisikan Jenis Penelitian, Definisi Konsep, Kategorisasi, Kerangka 

Konsep, Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Lokasi 

Penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah penyajian data dan analisis hasil 

wawancara informan atau narasumber. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah simpulan dan saran. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Latar Belakang Objek  

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Gayo Lues berdiri 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gayo Lues dan Peraturan Bupati Kabupaten 

Gayo Lues Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 

dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gayo 

Lues. dengan struktur organisasi sebagai berikut: 

No Nama Jabatan 

1 Said Idris Wintareza. 

SE.MM 

Kepala Dinas Komunikasi Informatika 

Dan Persandian 

2 Marhaban, ST Sekretaris 

3 Abdiansyah.SST 

 

Kabid. Pengelolaan Dan Pelayanan 

Informasi Publik 

4 Khalidin.SE Kabid. Persandian Dan Statistik 

5 Arwinsyah.SH 

 

Kabid.Tata Kelola (E-Goverment) Dan 

Komunikasi 

6 Win Ardi.SE Kassubag.Umum Dan Kepegawaian 

7 Rislah Afni.SST Kassubag. Program ,Keuangan Dan Aset 
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8 Fery Afizal Syami.S.KEP Kasi. Pengelolaan Media Komunikasi 

Publik 

9 Purna Chandra.SE.MM Kasi Tata Kelola Persandian 

10 Sri Pinah.SE Kasi. Pelayanan Informasi Publik 

11 Nurizarahmi.SE Kasi. Pemberdayaan Dan Kemitraan 

12 Suryadi.SP Kasi. Statistik 

13 Alimuddin.A.Md Kasiinfrastruktur Dan Teknologi 

Komunikasi 

14 Krisna.Skom Kasi.Pengembangan Aplikasi E-

Goverment 

15 Jemaan.SST Penggurus Barang 

16 Julfam Effendi.SE Pelaksana 

17 Hadi Mulya.S.ST Pelaksana 

18 Ismail Almurtada.Skom Pelaksana 

19 Sartika Pelaksana 

20 Iwan Fachrozi Pelaksana 

 

Diskominfo Gayo Lues dengan misi: 

1. Sektor Pengelolaan, Pelayanan Informatika dan Komunikasi Publik: 

Membangun Jaringan Informatika dan Mengintegritasikan data kelompok –

kelompok Informasi Masyarakat Sebagai Penggerak Forum Dialogis dalam 

Memecahkan Persoalan-persoalan yang dihadapi Masyarakat. 

2. Sektor Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Goverment), 
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Infrakstruktur  Teknologi dan Komunikasi: 

Membangun dan Mengembangkan TIK Pemerintah Kabupaten Gayo Lues 

dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi 

Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues yang Berbasis Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Layanan Informasi Publik secara Transparan dan Akuntabel. 

3. Sektor Persandian: 

Membangun dan Menembangkan SDM Aparatur Pemerintah Khususnya di 

Bidang Persandian dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan 

Admistrasi Pemerintahan Kabupaten Gayo Lues Berbasis Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi guna memberikan Layanan Informasi Publik yang Sehat dan aman. 

Membangun Fasilitas dan perangkat Persandian untuk mendukung Operasional 

pelaksanaan Persandian di sektor pemerintahan.  

Memiliki rencana strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 

berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, sebagaimana yang tercantum dalam 

visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gayo Lues yaitu “Terwujudnya 

Komunikasi, Informatika yang aman, Ramah, Sopan, Santun, Beretika dan 

Rahasia”.  

Sebagai perangkat daerah, Diskominfo dalam hubungannya kepala daerah 

tingkat kabupaten (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) adalah sebagai 

berikut:
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Bupati 

(Pengawas) 

Jabatan Fungsional  Sekretaris Daerah s Ahli Bupati 

Wakil Bupati 

(Pengawas) 

Lingkungan Hidup Pertanian 

Perhubungan Sosial 

Parawisata 

Perkim 

Pendidikan Kesehatan 

Pendidikan  

 Perindustrian 
PemberdayaanPerempuan dan 

Perlindungan Anak 
Perikanan 

Inspektorat Pemuda dan olahraga DPMPTSP 

Catatan:  

Semua nama pada kolom yang berhubungan langsung dengan 

Sekretaris Daerah, dimulai dengan Dinas. Pengecualian untuk 

Bupati, Wakil Bupati dan Inspektorat 
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Diskominfo sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Gayo Lues, bertugas membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo 

Lues sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika 

sementara Bupati dan wakil Bupati bertugas sebagai pengawas Diskominfo. 

2. Penyajian dan Analisis 

Setelah mengalami proses perolehan data dengan metode yang digunakan, 

selanjutnya data tersebut akan dianalisis, dengan harapan dapat memperoleh data 

yang akurat. Secara berurutan akan disajikan data-data yang akan mengacu kepada 

kategorisasi penelitian. Data yang akan digali tentang Implementasi kebijakan 

pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo 

Lues. 

Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di 

lingkungan pemerintahan Gayo Lues sangat dipengaruhi oleh kepentingan karena 

saat ini layanan pemerintah menggunakan aplikasi sehingga pemerintah dan 

masyarakat membutuhkan internet.  

Sangat dipengaruhi oleh kepentingan. Karena kegiatan pelayanan pemerintah, 

baik layanan kepada pemerintah pusat maupun masyarakat itu menggunakan 

jaringan internet, karena layanan pemerintahan menggunakan aplikasi. 

Implementasi ini dipengaruhi oleh kepentingan pemerintah dan masyarakat 

dengan tetap memperhatikan regulasi yang ada. Karena antara masyarakat dan 

pemerintah sama membutuhkannya. Kepentingan masyarakat dan pemerintah 

mendorong implementasi ini. Dan tentunya Pengelolaan penyelenggaraan 
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pemerintah semua harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan regulasi 

Pastinya didorong dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah dan hal ini 

juga engga salah selama sesuai dengan aturan yang ada.  

Namun, Diskominfo Gayo Lues tidak memiliki cara khusus untuk 

mengidentifikasikan kebijakan mana yang dipengaruhi kepentingan karena pada 

dasarnya setiap kebijakan pasti dipengaruhi kepentingan.  

Kita tidak memiliki cara khusus untuk mengidentifikasikan kebijakan mana 

yang dipengaruhi kepentingan karena pada dasarnya semua kebijakan pasti 

dipengaruhi kepentingan. 

 

Implementasi kebijakan ini menjadikan layanan pemerintahan menjadi 

semakin cepat sehingga lebih efektif dan efisien. Hal ini jelas karena didukung oleh 

internet yang semakin berkualitas. 

Manfaat dari implementasi ini adalah layanan pemerintahan menjadi semakin 

cepat sehingga lebih efisien dan efektiv dan hal ini pastinya harus didukung oleh 

internet yang semakin cepat. 

Di era yang modern ini, sudah minim daerah-daerah yang tidak memiliki 

internet. Namun,  hal ini masih terjadi di Kabupaten Gayo Lues. Masih banyak 

tempat yang belum bisa mengakses internet karena minimnya infrastruktur. Namun 

dengan adanya implementasi kebijakan ini, semakin banyak dan mudah untuk 

memgkases internet. Pertanyaan yang sama di lontarkan kepada 

narasumber/informan ke-2. 
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Sekarang berurusan jadi lebih mudah. Dulu kalo ada keperluan yang butuh 

internet urusannya bisa berhari-hari karena terkendala internet. Sekarang di rumah 

saya sudah bisa internet kalo ada urusan dengan kantor pemerintah dan perlu 

internet juga ga perlu berhari-hari atau bolak balik karena kebetulan rumah saya 

jauh dari kota. Jadi kalo ada urusan ke kantor pemerintah susah kali dulu. 

 

Selain pemerintah, masyarakat juga semakin dimudahkan dengan 

implementasi kebijakan ini. Saat ini, seluruh masyarakat membutuhkan internet 

baik untuk berurusan di kantor pemerintah maupun urusan pribadi. Pertanyaan yang 

sama juga kita lontarkan pada narasumber/informan ke-3. 

 

Kalo di tempat tinggal saya kan memang ada sinyal dari dulu cuma dulu saya 

rasa sering ada gangguan. Kadang-kadang tidak ada sinyal bisa setengah hari. 

Apalagi dulu ketika covid dan anak-anak sekolah online. Kasian kadang  ga bisa 

sama sekali ngikutin kelas. Awal-awal teman sekelasnya ga percaya masih ada 

tempat yang ga ada sinyal di zaman modern ini karena kebetulan dia sekolah di luar 

kota dan akhirnya setelah dijelaskan dan terjadi beberapa kali, teman sekolah 

beserta guru-gurunya jadi mengerti. Tapi saya rasa sekarang sinyalnya sudah tidak 

selelet dulu lagi dan sudah jarang sinyal putus sampe setengah hari. Sekarang mau 

berurusan yang pake internet baik dari rumah maupun di kantor sudah semakin 

mudah. 

 

Diskominfo Gayo Lues mengukur dan menilai manfaat-manfaat  dari 
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implementasi ini dengan cara melihat kualitas terkini pelayanannya. Dan hal ini 

terbukti, dengan pelayanan pemerintah yang semakin optimal, maksimal dan lebih 

cepat. Dengan adanya implementasi ini internet semakin cepat dan berkualitas 

sehingga lebih efektiff dan efisien, Layanan pemerintah semakin baik dan dapat 

memberikan kemudahan bagi pemerintah dan masyarakat. 

 

Tentu saja memberi nilai tambah. Sekarang pelayanannya lebih cepat. Jadi 

otomatis semakin efektif dan efisien baik bagi internal pemerintah dan masyarakat. 

Kalo sebelumnya orang bisa bolak-balik kesini untuk urusan yang sama sampe 

beberapa kali, sekarang ga perlu bolak-balik karena internet semakin stabil. Untuk 

urusan-urusan yang sebelumnya harus masyarakat lakukan ke kantor kita, sekarang 

mereka bisa melakukannya bahkan sendiri dari rumah.  

 

Saat ini berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai derajat perubahan 

yang diinginkan. Salah satunya adalah terus memperbaiki dan menambah 

infrastruktur yang telah ada agar bisa mencapai seluruh organisasi pemerintah. 

Upaya-upaya terus dilakukan dengan membangun infrastruktur internet hingga 

ke seluruh organisasi pemerintah daerah se-kabupaten Gayo Lues. 

 

Setiap organisasi pasti memiliki harapan atau target baik jangka Panjang maupun 

jangka pendek. Diskominfo Gayo Lues saat ini memiliki target yang harus dicapai 

pada tahun 2023, yaitu  pembangunan infrastruktur telah mencapai 80%.  
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Saat ini kita berharap pembangunan infrastruktur telah mencapai 80% pada tahun 

2023 ini.  

 

Selain pemerintah, masyarakat tentu memiliki harapan yang besar dari 

implementasi kebijakan ini. Pertanyaan yang sama dilontarkan kepada Narasumber 

ke-2 dan ke-3. 

Saya berharap semoga sinyal internet disini semakin stabil dan desa-desa yang 

belom ada internet juga segera punya.  

 

Semoga dikelola dengan baik, tepat serta cepat. Karena kan sekarang apa-apa 

kita butuh internet. 

 

Selain target, setiap organisasi pasti memiliki hambatan yang harus 

dihadapinya termasuk Diskominfo Gayo Lues. Saat ini hambatan yang sedang 

dihadapi berasal dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran untuk 

mencapai fokus utama mereka dalam implementasi kebijakan ini. 

 

Fokus utama kita saat ini kan pembangunan infrastruktur (Intra pemerintah). 

Kita memiliki hambatan dari segi SDM dan anggaran. 

 

Terlepas dari kendala SDM, Diskominfo memanfaatkan SDM yang tersedia 

dengan sebaik mungkin dan tetap fokus mencapai target tahun ini. 
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Saat ini kita mengusahakan yang terbaik dengan SDM yang ada tanpa 

mengalihkan fokus pada target yang harus kita capai pada tahun ini. Ketika ada 

gangguang kita langsung mengirimkan teknisi turun ke lapangan. 

 

Kebijakan ini akan berhasil diimplimentasikan dengan baik jika Diskominfo 

memiliki SDM yang unggul, anggaran yang cukup dan pengimplementasian 

dilakukan secara  efisien.   

 

SDM yang baik, anggaran yang cukup, pemanfaatan sebagaimana mestinya yang 

mendukung pelayanan pemerintah. 

 

Evaluasi dari implementasi kebijakan tidak harus dilaksanakan setelah 

implementasi berakhir. Implementasi kebijakan dapat dilakukan pada waktu 

pelaksanaan. Implementasi kebijakan ini dievaluasi pada tahap perencanaan. Hal 

yang sama juga kita tanyakan pada narasumber ke-2 dan narasumber ke-3.  

 

Perencanaan yang kurang baik saat memulai implementasi kebijakan ini. 

Makanya kita bisa kekurangan anggaran serta SDM ketika pelaksanaannya. Ini 

memang hal yang harus lebih kita perhatikan dengan amat detail untuk program-

program selanjutnya. 

Saya sudah sangat senang dengan hasil implementasi tahap ini tapi saya tetap 

berharap agar implementasinya dilakukan dengan cepat agar semakin mudah 

berurusan. 
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Agar memanfaatkan sumber daya yang ada saat ini dengan sebaik mungkin. 

Supaya masyarakat tidak perlu terlalu lama menunggu manfaatnya. 

3. Pembahasan Temuan  

Iklim keterbukaan informasi dan penerimaan masyarakat tehadap 

perkembangan teknologi dan perubahan menuju masyarakat informasi semakin 

membaik. Hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik yang 

menyatakan pada 7 September 2022, 62,1 % populasi di Indonesia telah mengakses 

internet di tahun 2021. Selain itu, menurut laporan Profil Internet Indonesia 2022 

yang dirilis oleh Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJII, 

menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia di 2022 mencapai angka 210 

juta orang atau sebesar 77,02 % dari penduduk Indonesia. 

Peningkatan pengguna internet ini tentu didukung dengan infrastruktur yang 

semakin membaik, hal ini juga dibuktikan dengan laporan Badan Aksesibilitas 

Telekomunikasi Indonesia (BAKTI), hingga semester pertama 2022, BAKTI telah 

membangun Base Transceiver Station (BTS) 4G di 3.816 titik. Rinciannya, 

sebanyak 1.682 titik merupakan BTS existing yang dibangun sejak 2015-2022 dan 

2.134 lainnya adalah BTS di lokasi baru. 4 diantaranya berada di kabupaten Gayo 

Lues. 
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Akselerasi transformasi digital di Indonesia yang meliputi percepatan 

penyediaan infrastruktur telekomunikasi, dan penyiapan peta jalan (roadmap) 

transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepatan integrasi Pusat Data 

Nasional serta penyiapan regulasi, skema-skema pendanaan transformasi digital, 

dan penyiapan kebutuhan sumber daya manusia sebagai talenta digital adalah 

arahan Presiden Joko Widodo terkait akselerasi transformasi digital di Indonesia. 

Namun adakalanya terjadi ‘digital divide’, yaitu keberadaan teknologi 

komputer, jaringan internet, dan pelayanan telepon yang baik, cepat dan murah 

tidak bisa diakses secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Mereka yang 

berada di perkotaan saja yang memiliki kondisi infrastruktur internet dan layanan 

telepon yang lebih baik sedangkan masyarakat di daerah pedesaan belum bisa 

mendapatkan komputer yang bagus, jaringan internet cepat dan layanan telepon 

yang baik. 

Hal ini juga terjadi di Gayo Lues. Dengan segala dukungan yang ada, hingga 

saat ini Daerah Kabupaten Gayo Lues masih memiliki 77 wilayah blankspot. Bupati 
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Gayo Lues melalui Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Gayo Lues 

menyatakan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian bertanggung 

jawab terhadap pemeliharaan jaringan serta interkoneksi bagi Satuan Kerja 

Perangkat Kabupaten Gayo Lues (SKPK) yang menghasilkan kebijakan 

pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintah Gayo Lues 

untuk diimplementasikan.  

Sebuah negara harus melakukan proses pembangunan agar meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat. Proses pembangunan tersebut dapat dituangkan dalam 

kebijakan yang bersifat terikat dan memaksa. kebijakan publik merupakan basis 

keunggulan bangsa walaupun Kebijakan publik adalah realitas yang sangat rumit, 

karena berisi segala bentuk keputusan pemerintah yang sifatnya mengikat dan 

keputusan-keputusan tersebut diharapkan mengatasi masalah-masalah yang 

diidentifikasi.  

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang 

merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami 

kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. 

Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik 

mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di 

implementasikan dengan baik oleh para pelaksana kegiatan. 

Tanpa implementasi yang efektif maka keputusan pembuat kebijakan tidak 

akan berhasil dilaksanakan (Edwards III, 1984). Implementasi kebijakan adalah 

aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan 
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yang meliputi upaya mengelola input untuk meenghasilkan output atau outcomes 

bagi masyarakat (Imronah, 2021).  

Gow dan Morss (dalam Pasolong, 2013) menyatakan bahwa ada beberapa 

faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan, pertama adalah 

hambatan politik. Hambatan politik bisa saja tejadi ketika ada berbagai 

“kepentingan” para aktor didalamnya sehingga menjadikan kebijakan yang telah 

terencana menjadi tidak tepat sasaran.  

Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di 

lingkungan pemerintahan Gayo Lues sangat dipengaruhi oleh kepentingan. Namun, 

percampuran berbagai sistem nilai dalam perumusan kebijakan tidak bisa dihindari 

karena perumus kebijakan sebagai manusia tidak mungkin bisa menghindar dari 

kepentingan pribadi, kelompok, ideologi, dan sebagainya. Di samping itu, dalam 

proses kebijakan persinggungan berbagai nilai adalah hal yang wajar. Bahkan 

kalaupun disadari bahwa perumus kebijakan yang semula berangkat dari dan 

didominasi oleh sistem nilai tertentu katakanlah misalnya nilai partai politik mereka 

tetap berusaha dan berjuang agar nilai tersebut bisa diterima oleh pihak lain sebagai 

nilai bersama (shared values) atau nilai yang diperjuangkannya tidak berseberangan 

dengan nilai kebijakan yang diinginkan dan diterima oleh semua (Islamy, 2016). 

Mengubah program-program menjadi praktek adalah tidak sesederhana 

sebagaimana tampaknya. Hal ini karena berbagai alasan yang berkaitan dengan sifat 

dari permasalahan, situasi sekelilingnya, atau organisasi sebagai mesin 

administratif yang bertugas melaksanakannya, maka program-program mungkin 

tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan. Ini adalah merupakan 
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realita dalam implementasi, yang menyimpang dari tujuan-tujuan yang ditetapkan 

dan prosedur-prosedur yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan-tujuan 

tersebut. Hal ini sangat penting bagi kita untuk menyadari adanya keterbatasan-

keterbatasan, dan mendorong kepada kita agar dapat memahami mengenai 

bagaimana proses kebijakan publik. (Tachjan, 2006). 

 

Implementasi kebijakan publik tidak selalu sejalan dengan apa yang sudah 

direncanakan dalam tahap formulasi kebijakan publik, atau antara visi dengan 

realitas. Hampir selalu terjadi distorsi antara hal-hal yang ingin dicapai dengan hal-

hal yang tercapai atau terealisasikan. Banyak faktor yang dapat menimbulkan 

distorsi tersebut, misalnya sumber dana minimal yang dibutuhkan ternyata tidak 

tersedia, sementara pelaksanaan kebijakan publik itu tidak bisa ditunda. 

Keberhasilan implementasi kebijakan publik memerlukan pendekatan top-

down dan bottomup sekaligus. Pendekatan top-down terutama berfokus pada 

ketersediaan unit pelaksana (birokrasi); standar pelaksanaan; kewenangan; 

koordinasi; dll. Pendekatan bottom-up menekankan pada strategi-strategi yang 

digunakan oleh pelaksana saat menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh 

suatu kebijakan publik publik sebagai dasar untuk memahami kebijakan publik itu 

secara keseluruhan. Implementasi Kebijakan Publik Keberhasilan implementasi 

kebijakan publik sangat tergantung pada keberhasilan mengidentifikasikan jejaring 

kerjasama antar aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik itu, karena 

pada akhirnya aktor itulah yang akan melaksanakan apapun kebijakan publik yang 

dibuat. Karena itu, sejak tahapan formulasi kebijakan publik sudah harus diketahui 
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secara pasti siapa yang berkepentingan; bagaimana interaksi antar aktor terbentuk; 

serta strategi yang digunakan untuk mencapai kepentingan itu.  

Sebagai jembatan untuk menghubungkan pendekatan top-down dan bottom-up 

inilah, Sabatier (1993) mengungkapkan pentingnya dilakukan advokasi kebijakan 

publik tidak hanya pada level formulasi tapi juga implementasi dan bahkan evaluasi 

kebijakan publik. Advokasi kebijakan publik menyangkut ekspresi keberpihakan 

seseorang pada nilai-nilai tertentu. Penggunaan advokasi kebijakan publik dalam 

implementasi kebijakan publik dimaksudkan untuk mengubah kondisi yang 

dikehendaki dengan cara memastikan penentu kebijakan publik berada di pihak 

yang melakukan advokasi, sehingga aspirasi masyarakat semaksimal mungkin 

terakomodasi. Dimensi lain yang seringkali terlupakan dalam menunjang 

keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah nilai-nilai kepercayaan (trust) 

dan tanggung jawab (responsibility).  

Kepercayaan menjadi penting untuk membangun penerimaan masyarakat 

terhadap suatu kebijakan publik, sehingga masyarakat mau mendukung 

pelaksanaan kebijakan publik tersebut. Sementara itu, tanggung jawab merupakan 

jaminan bagi konsistensi pelaksanaan kebijakan publik. Kepercayaan merupakan 

modal utama yang sangat penting, tapi tidak mengabaikan unsur tanggung jawab 

dalam implementasi kebijakan publik. Implementasi merupakan perpaduan antara 

tanggungjawab dan kepercayaan untuk merealisasikan visi yang terkandung dalam 

kebijakan publik. Kedua dimensi ini seringkali terabaikan dalam melaksanakan 

suatu kebijakan publik, sehingga alih-alih menjadi alat untuk menyelesaikan 

masalah, kebijakan publik justru menjadi pemicu masalah dan sumber konflik baru. 
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Dengan menempatkan implementasi kebijakan publik sebagai proses politik yang 

akuntabel, konsisten, bertanggungjawab, dan terbuka, maka diharapkan distorsi 

yang mungkin terjadi dapat diminimalkan dan realisasi visi yang terkandung dalam 

materi kebijakan publik dapat dimaksimalkan. 

Dalam implementasinya sangat jarang ada kebijakan yang tergolong gagal total 

dalam arti sama sekali tidak dapat dilaksanakan atau dilaksanakan tetapi dengan 

arah yang jauh menyimpang dari tujuannya. Hal demikian sangat terkait dengan 

mekanisme dan kontrol yang cukup ketat yang diberlakukan di organisasi publik. 

Kontrol itu dimulai sejak tahap perumusan dan perencanaan kebijakan sebelum 

kebijakan tersebut benar benar dilaksanakan.  

Meskipun demikian tetap saja ada kemungkinan untuk gagal total, terutama 

jika berkaitan dengan hasil dan manfaat yang diharapkan bisa diciptakan. 

Maksudnya ada banyak kebijakan yang tergolong berhasil dilaksanakan 

sebagaimana SOP, tetapi tidak semua keberhasilan itu berbuah pada hasil dan 

manfaat yang diharapkan tepat menyasar target kebijakan. 

Berdasarkan temuan di lapangan, Implementasi kebijakan pengelolaan 

percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues berhasil 

diimplementasikan. Baik pemerintah dan masyarakat telah merasakan manfaat dari 

implementasi ini. Selain itu, pelayanan yang efektif dan efisien adalah salah satu 

perwujudan dari terlaksananya fungsi pemerintah daerah hal ini juga sejalan dengan 

Tanjung dan Hajar (2015) yang menyatakan bahwa pelayanan publik yang sesuai 

dengan standar pelayanan minimal mewujudkan tugas dan fungsi pemerintahan. 

Meskipun demikinan, dalam implementasi kebijakan, perlu memperhatkaian 
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sistem pengimplementasian dari awal implementasi kebijakan hingga implementasi 

kebijakan ini berakhir. Hal ini juga sejalan dengan  Usman (2020) bahwa kinerja 

dalam sistem pelaksanaan dapat dilihat dengan bagaimana pekerjaan dilakukan dan 

bagaimana penampilan pada saat pekerjaan dilakukan  sampai pekerjaan selesai 

dikerjakan menyatakan. 

Keberhasilan implementasi kebijakan atau program juga dapat dikaji 

berdasarkan proses implementasi (perspektif proses) dan hasil yang dicapai 

(perspektif hasil). Pada perspektif proses, program pemerintah dikatakan berhasil 

jika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat 

oleh pembuat program yang mencakup antara lain tata cara atau prosedur 

pelaksanaan, agen pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan 

pada perspektif hasil, program dinilai berhasil manakala programnya mem-bawa 

dampak seperti yang diinginkan. Suatu program mungkin saja berhasil dilihat dari 

sudut proses, tetapi boleh jadi gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau 

sebaliknya.  

Dari segi perpeskitif proses, implementasi kebijakan ini telah dilakukan sesuai 

dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang telah disepakati sebagaimana 

hasil wawancara dengan narasumber 1 dan hal ini juga sejalan Wahab (2001) yang 

menyatakan dengan kebijakan Publik, paling tidak dalam bentuk positif pada 

umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Dengan demikian, 

kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secar 

akeseluruhan (community as as whole) dan memiliki daya pakasa tertentu yang 

tidak dimiliki kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta. 
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Dari pesrpektif hasil, implementasi kebijakan ini telah membawa perubahan 

dimana baik masyarakat dan pemerintah kini lebih efektif dan efisien dalam 

berkegiatan yang membutuhkan internet hal ini sejalan dengan Akib (2010) yang 

menyatakan bahwa implementasi kebijakan dapat dianggap berhasil ketika telah 

nampak konsistensi antara proses yang dilalui dengan hasil yang dicapai. 

Hal ini juga sejalan dengan Jumroh (2021)  yang menyatakan organisasi 

modern seperti pemerintahan daerah, bisa dinyatakan bahwa hampir semua 

kebijakan publik yang berkaitan dengan pelayanan publik adalah sudah 

dilaksanakan, dalam arti sudah didukung oleh aturan mainnya, tersedia 

anggarannya, serta ada sumber daya dan peralatan yang mendukungnya, sehingga 

tinggal dilaksanakan saja. Adalah soal lain ketika sudah dilaksanakan tetapi 

kinerjanya dianggap masih rendah. Misalnya serapan anggarannya yang rendah, 

tidak tepat waktu, mutu atau kualitas produknya yang rendah dan sebagainya. Jika 

demikian kondisinya, maka kinerja pelayanan tersebut dinyatakan rendah atau tidak 

berkualitas. Sebaliknya jika sudah dilaksanakan sebagaimana SOP dan dianggap 

efisien dalam penggunaan dana dan sumber daya dan tepat waktu, maka 

pelaksanaan program dan kegiatan publik tersebut sering dianggap berhasil. 

Namun, Diskominfo saat ini sedang menghadapi tantangan kurangnya 

anggaran serta SDM. Menurut Edward III (1984) salah satu syarat utama 

keberhasilan proses implementasi adalah sumber daya yang meliputi staf yang 

cukup jumlah dan mutunya hal ini juga sejalan dengan Mukhsin (2020) yang 

menyatakan bahwa jika teknologi tercanggih sekalipun tapi tidak ada yang 

mengoperasikannya, maka sistem tidak akan berjalan dengan maksimal. Perpaduan 
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teknologi dan manusia pengelola merupakan kunci suksesnya penerapan. 

Implementasi akan tidak efektif, kalau sumber-sumber daya pendukung 

pelaksanaan kebijakan kurang memadai. Sumber-sumber daya ini dapat berupa, 

antara lain kualitas sumber daya manusia (staf), informasi, kewenangan, dan 

fasilitas-fasilitas lainnya. 

 

 Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting karena sumber 

daya yang lainnya dapat diadakan sesuai dengan kemampuan dimilikinya. Namun, 

sumber daya manusia pengadaannya melalui proses yang kompleks ketimbang 

yang lainnya. Dalam manajemen sumber daya manusia, pengadaannya melalui 

domain kebijakan sumber daya manusia (Bernardin & Russel, 1993: 12), meliputi:  

1) Organizational design;  

2) Staffing; 

3) Reward systems, benefits, and compliance;  

4) Performance management;  

5) Employee and organizational development; and  

6) Communication and public relation.  

Hal ini menunjukkan kompleksnya aktivitas manajemen sumber daya manusia yang 

perlu dilakukan oleh suatu organisasi, agar tujuan kebijakan dapat tercapai.Peranan 

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor utama yang penting dalam 

suatu organisasi ataupun program yang dilaksanakan termasuk dalam implementasi 

kebijakan ini. Hal ini juga sesuai dengan Nasution (2017) yang menyatakan bahwa 

peranan sumber daya manusia merupakan salah satu faktor utama yang penting 
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dalam organisasi.  

Nirwandar (1999; 2) dalam Waluyo mengemukakan bahwa dalam 

pembentukan organisasi Daerah perlu mengukur kemampuan pembiayaan dana 

kemanfaatanya bagi pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Kuranganya 

anggaran juga masih menjadi hambatan bagi Diskominfo Gayo Lues dan hal ini 

jelas bertentangan dengan Grindle (1980: 7) yang menyatakan Proses implementasi 

baru akan dimulai apabila dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.  

Hal ini dapat terjadi karena banyak hal. Diantaranya adalah karena anggaran 

yang diterima memang kecil atau ada perubahan saat perencanaan. Pada saat 

perencanaan, besaran anggaran masih sangat indikatif maka sering disebut sebagai 

pagu indikatif.  Pada posisi pagu indikatif itulah jumlah yang akan disasar sangatlah 

terbatas dan selektif karena proses teknokratis menuntut seperti itu. Namun pada 

proses berikutnya yaitu penganggaran (KUA PPAS dan APBD) selalu terjadi 

perubahan kemampuan keuangan daerah (kepastian DAU, DAK dan Dana 

Perimbangan lainnya), sehingga menimbulkan perubahan pagu indikatif menjadi 

plafon anggaran dan selanjutnya menjadi definitif anggaran (DPA). Perubahan 

rupiah tentunya memicu perubahan tolok ukur kinerja yang telah ditetapkan 

sebelumnya (Santoso, 2016). 
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BAB V PENUTUP 

1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Implementasi kebijakan 

pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo 

Lues adalah sebagai berikut: 

1. kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan 

Gayo Lues telah diimplementasikan. 

2. Implementasi kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan 

pemerintahan Gayo Lues masih memghadapi hambatan yang berasal dariu 

kurangnya anggaran dan SDM. 

3. Dengan keterbatasan SDM dan anggaran yang ada saat ini, Diskominfo berusaha 

mencapai target pembagunan infrastruktur sebanyak 80% pada tahun 2023. 

4. Masyarakat serta pemerintah Gayo Lues telah merasakan hasill dari Implementasi 

kebijakan pengelolaan percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan 

Gayo Lues meskipun implementasi belum rampung. 

5. Efektifitas dan efisiensi yang diharapakan dari Implementasi kebijakan pengelolaan 

percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues meningkat 

semenjak kebijakan ini implentasikan. 

6. Pada era modern ini, masih ada daerah-daerah yang belum memiliki internet yang 

berkualitas bagus. 
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2. Saran  

1. Agar Diskominfo Gayo Lues lebih kreatif dalam menemukan solusi dari hambatan 

yang dihadapinya terutama terkait SDM. Saat ini sudah tersedia banyak sarana 

pembelajaran. Short course dapat menjadi pilihan yang tepat untuk meningkatkan 

kemampuan SDM karena saat ini banyak short course yang gratis. 

2. Agar Diskominfo Gayo Lues ebih teliti dalam pembuatan rencana anggara agar 

tidak terjadi kurang anggaran pada tahun selanjutnya. 

3. Perencanaan yang baik sebelum implementasi terkait SDM yang dibutuhkan. 

4. Agar masyarakat berpartisipasi mendukung implementasi kebijakan pengelolaan 

percepatan penggunaan internet di lingkungan pemerintahan Gayo Lues dengan 

melaporkan langsung kendala internet yang mereka hadapi. 

5. Agar setiap individu meningkatkan kualitas skillnya pada pekerjaan yang dia 

lakukan.
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